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Abstrak 

Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi 
individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari 
yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. 
Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku 
serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di 
bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi 
persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan 
hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban 
tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi 
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi 
ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reviu anggaran bidang 
penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana 
khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan 
keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif.  

Kata kunci: penegakan hukum; anggaran; dana pemulihan; korban. 
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I. Pendahuluan  

Orientasi pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya menekankan pada 

pendekatan retributif saat ini telah bergeser ke arah pendekatan restoratif. Pendekatan keadilan 

restoratif dalam sistem peradilan pidana secara eksplisit pertama kali diatur dalam UU No.12 

Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Keadilan restoratif berdasarkan 

UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu 

prinsip yang ditekankan dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana adalah adanya 

upaya pemulihan bagi semua pihak baik itu korban, pelaku maupun masyarakat yang terdampak 

dari terjadinya tindak pidana tersebut. Pendekatan sistem peradilan pidana tersebut juga 

tercantum dalam tujuan pemidanaan pada Rancangan KUHP yaitu untuk menyelesaikan konflik 

yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa 

aman dan damai dalam masyarakat. 

Upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada restoratif masih 

menimbulkan banyak persoalan, diantaranya masih minimnya pemenuhan biaya pemulihan 

terhadap korban yang dibayarkan melalui restitusi oleh pelaku tindak pidana. Sepanjang tahun 

2020, dari Rp.7.909,6 Juta total restitusi yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), hanya Rp. 1.345,8 Juta yang diputus oleh Hakim dan Rp. 101,7 Juta yang dibayar 

oleh pelaku (LPSK, 2020). Penghitungan restitusi tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) jenis 

tindak pidana yaitu kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat dan tindak pidana 

umum lainnya (terdiri dari peristiwa pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga 

dan kekerasan terhadap anak) (LPSK, 2020). Rendahnya pemenuhan hak restitusi kepada korban 

pada proses peradilan, disebabkan oleh : 1) penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut 

restitusi kepada terdakwa dan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi 

kepada korban atau terdakwa; 2) penghitungan restitusi tidak dikabulkan hakim karena hakim 

tidak mendalami kerugian yang dialami korban, tidak memiliki perspektif korban dan menilai 

terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi; dan 3) proses hukum berhenti atau 

dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU (LPSK, 2020). 

Terlihat masih ada tantangan dalam upaya peningkatan pemahaman Aparatur Penegak Hukum 

(APH) tentang pentingnya upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terlepas dari adanya 

alasan ketidakmampuan pelaku/terdakwa untuk membayar restitusi. Kondisi tersebut 

seharusnya tidak menggugurkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana mestinya 

dan hak untuk mendapatkan pemulihan.  

Dana khusus pemulihan atau dana bantuan korban merupakan sebuah terobosan yang 

penting dari perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. 

Pembentukan dana bantuan korban diamanatkan melalui UU No. 12 Tahun 2021 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dana Bantuan Korban merupakan sarana pemberian 

kompensasi kepada korban dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya 

restitusi. Negara kemudian memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada 

korban sesuai dengan putusan pengadilan. Melalui pembentukan dana bantuan korban, maka 

upaya pemulihan terhadap korban diharapkan dapat lebih optimal dan tercukupi sesuai dengan 

penghitungan kerugian oleh LPSK.  

Dana bantuan korban sebagaimana amanat dari UU TPKS selain berasal dari anggaran 

negara juga dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan 
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lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun demikian 

ketercukupan anggaran untuk pemulihan terhadap korban baik pemberian ganti kerugian 

maupun pemberian layanan psikososial, medis, dan rehabilitasi masih menjadi persoalan 

tersendiri. Pemenuhan anggaran dana bantuan korban perlu diupayakan melalui terobosan 

pembentukan dana khusus pemulihan bidang hukum yang dihimpun dari berbagai pemasukan 

dan identifikasi awal adalah dari hasil tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk 

disita dan diserahkan kepada negara yang kemudian digunakan kembali untuk kepentingan 

pemulihan terhadap korban. Dana khusus pemulihan ini dirasakan dapat lebih efektif untuk 

mengupayakan pemulihan dari dampak yang ditimbulkan terjadinya tindak pidana dibandingkan 

dengan hanya membebankan restitusi kepada pelaku tindak pidana. 

Pengumpulan anggaran ke dalam suatu bentuk dana khusus pada dasarnya telah 

dilaksanakan di Indonesia melalui praktek pembentukan dana abadi pendidikan. Dana abadi 

pendidikan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi 

Di Bidang Pendidikan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi 

masyarakat Indonesia dan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

antargenerasi. Dana abadi pendidikan digunakan untuk melaksanakan program layanan yaitu 

beasiswa gelar dan non gelar serta pendanaan riset, operasional, dan program layanan lainnya 

yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun. Anggaran untuk Dana abadi pendidikan berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran belanja Kementerian Keuangan c.q. 

LPDP. 

Selain dana abadi pendidikan, bentuk-bentuk penghimpunan dana juga dipraktekkan 

melalui Dana Perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 

tentang Dana Perwalian. Dana Perwalian merupakan dana Hibah yang diberikan oleh satu atau 

beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan 

penggunaan tertentu. Pemerintah dapat menerima hibah baik dari dalam maupun luar negeri 

untuk dikumpulkan ke dalam Dana Perwalian yang kemudian dipergunakan kembali untuk 

membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Praktik-praktik 

penghimpunan dana tersebut dapat menjadi contoh dan diaplikasikan untuk membentuk dana 

bantuan korban sebagai upaya pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana. 

Upaya restoratif dan hak untuk mendapatkan pemulihan bagi korban diatur lebih lanjut 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang  Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual.  Kemudian, pendekatan keadilan restoratif dan upaya pemulihan kembali 

kepada keseimbangan semula sebagai dampak dari terjadinya tindak pidana juga menjadi tujuan 

pemidanaan dalam RKUHP. Terdapat bentuk-bentuk pemulihan yang menjadi hak bagi korban 

yang harus dipenuhi baik melalui restitusi ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku maupun 

oleh Negara seperti rehabilitasi baik medis dan sosial, pelayanan psikososial, dan sebagainya. 

Kegiatan pemulihan tersebut pastinya membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit 

sehingga perlu adanya mekanisme pengelolaan dana khusus pemulihan terhadap korban sebagai 

bentuk pemenuhan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Melalui tulisan ini, 

diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk pendalaman dan pengkajian lebih lanjut tentang 

inisiasi pembentukan dana khusus pemulihan dan menjadi masukan terhadap pembentukan dana 

bantuan korban sebagaimana amanat UU TPKS. 
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II. Metode Penelitian 

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif melalui studi literatur, analisis peraturan 

perundang-undangan, dan anggaran penegakan hukum khususnya hukum pidana. Penulis 

menggunakan pendekatan politik anggaran yang diterapkan selama ini untuk melihat proses 

perencanaan dan penganggaran penegakan hukum dikaitkan dengan kebutuhan riil penegak 

hukum dan subjek hukum seperti untuk pemulihan korban dan kerusakan lingkungan sebagai 

dampak dari terjadinya tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui urgensi adanya perubahan kebijakan dalam penganggaran penegakan hukum. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari proses kebijakan, pada hakekatnya 

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. (Muladi, 1995: 13-14). Berbagai tahap 

atau cara penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (Moh Hatta, 2010: 53). 

Namun, seiring perkembangan hukum tujuan pidana tidak hanya menanggulangi kejahatan 

dengan pembalasan kepada pelaku, tetapi memiliki beberapa tujuan yakni efek jera bagi pelaku, 

edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan 

restoratif (restorative justice) (Eddy, 2014:42-44). 

Pendekatan Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini telah berkembang 

pesat dan banyak dipraktekkan di berbagai negara termasuk Indonesia serta menjadi prioritas 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 Teori pemidanaan dengan 

pendekatan keadilan restoratif telah memberikan fokus perhatiannya kepada pemulihan korban, 

dimana hal ini berbeda dengan teori pemidanaan klasik yang berfokus pada upaya pembalasan 

(retributif) terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban menjadi terabaikan. Upaya 

reintegrasi juga masih fokus kepada pelaku dan belum mempertimbangkan upaya pemulihan 

terhadap korban.  

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang 

melibatkan pelaku dan korban serta masyarakat untuk secara aktif berperan dalam upaya 

penyelesaian masalah yang dampaknya ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana. Posisi dan 

peran korban menjadi penting untuk didengarkan dan dipertimbangkan oleh penegak hukum 

dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kepentingan korban menjadi 

penting dan tidak boleh diabaikan dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Hal ini disampaikan 

oleh Barb Toews yang melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan “core values” dari 

keadilan restoratif. Konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi yang 

memberikan peluang untuk pemulihan terhadap korban merupakan bagian dari konsep yang 

terkandung dalam keadilan restoratif (Eva, 2009: 83). 

3.2. Upaya Pemulihan dalam Sistem Peradilan Pidana  

3.2.1. Pemulihan Terhadap Pelaku, Saksi dan Korban 

Dewasa ini, di Indonesia telah terjadi perubahan orientasi pemidanaan dalam sistem 

peradilan pidana yang semula berorientasi pada pembalasan (retributive) kemudian bergeser 

kepada pemulihan (restorative dan rehabilitative). Semangat pemulihan baik terhadap pelaku, 

korban dan pihak terkait lainnya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan legislatif, diantaranya: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 
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Pidana (KUHAP) mengenal bentuk pemulihan bagi korban terhadap kerugian yang bersifat 

materiil melalui penggabungan ganti kerugian dari pelaku. 

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 

Pengadilan HAM) mengatur bahwa korban berhak mendapat rehabilitasi, restitusi, dan 

kompensasi termasuk perlindungan. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT). UU ini mengatur tentang pemulihan terhadap korban, dimana 

korban berhak untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan 

pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Selain itu, program konseling juga dapat 

diberikan kepada pelaku sebagai sarana rehabilitasi dibawah pengawasan lembaga tertentu.  

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (UU TPPO). Terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang 

berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi 

sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun 

psikis akibat terjadinya TPPO. 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA). UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan SPPA menggunakan prinsip 

keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat upaya-upaya pemulihan 

baik itu terhadap anak baik itu sebagai korban, pelaku maupun saksi. Negara berkewajiban 

untuk memberikan hak dasar kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk 

diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, program pembimbingan, 

konseling, dsb. 

f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13/2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU ini merupakan terobosan penting dalam 

legislasi di Indonesia yang telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap upaya 

perlindungan dan pemulihan terhadap saksi dan juga korban. UU ini juga mengamanatkan 

dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan untuk memberikan 

upaya perlindungan hukum serta layanan pemulihan kepada korban baik itu melalui 

penghitungan restitusi, kompensasi, layanan psikososial, psikologis, kesehatan, dsb. 

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15/2003 tentang 

Penetapan PERPU No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 

Terorisme). Berdasarkan UU ini, selain berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian 

dari pelaku, korban tindak pidana terorisme baik langsung maupun tidak langsung berhak 

mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. Bentuk perlindungan yang 

diberikan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi 

keluarga dalam hal korban meninggal dunia serta diberikannya kompensasi kepada korban 

atau ahli warisnya. 

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 

TPKS). UU ini juga merupakan terobosan penting dalam legislasi di Indonesia yang telah 

berpihak kepada pemulihan korban kekerasan seksual. Melalui UU ini diamanatkan 

disusunnya PP tentang Dana Bantuan Korban. Dana ini bertujuan untuk memenuhi upaya 

pemulihan dan ganti kerugian kepada korban manakala penghitungan restitusi oleh LPSK 

tidak dapat dipenuhi seluruhnya melalui tuntutan jaksa dan putusan hakim maupun oleh 

pelaku karena satu dan lain hal. Bahkan dalam pasal 35 menyatakan bahwa kompensasi  dari 

negara harus dilakukan dalam hal restitusi oleh pelaku masih kurang bayar. 
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i. Rancangan KUHP saat ini yang sedang disusun oleh pemerintah sebagai landasan hukum 

pelaksanaan sistem peradilan pidana juga telah mencantumkan adanya upaya pemulihan 

yang diberikan kepada pelaku. Hal ini tertuang dalam tujuan pemidanaan yaitu 1) untuk 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2)  memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) 

menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan 

peluang bagi pelaku atau korban penyalahguna narkotika untuk mendapat rehabilitasi. 

Dalam praktiknya, rehabilitasi dapat diselenggarakan baik oleh lembaga yang dibentuk dan 

dikelola secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh lembaga negara dengan sumber 

pendanaan melalui APBN. 

Secara ringkas, rangkuman hak dari pelaku, korban dan saksi tertuang seperti dalam 

Tabel. 1.  

Tabel 1. Pemenuhan Hak Korban, Saksi dan Pelaku 

Regulasi Rehabilitasi 

Pelaku 

Pemulihan 

Korban 

Restitusi 

Korban 

Kompensasi 

Korban 

Lain-lain 

KUHAP     Penggabung

an ganti 

kerugian  

(Pasal 98-

101) 

UU 

Pengadilan 

HAM 

 Rehabilitasi 

(Pasal 35) 

Restitusi 

(Pasal 35) 

Kompensasi 

(Pasal 35) 

Pelindungan 

korban dan 

saksi (Pasal 

34) 

UU PKDRT Konseling 

(Pasal 50) 

Pelayanan 

kesehatan 

sosial, 

pendamping, 

rohani 

Pasal 39-43 

- - Perlindunga

n korban 

(Pasal 16-38) 

UU SPPA Pembinaan 

(Pasal 75 dan 

80), perawatan 

& pendidikan 

(Pasal 82) 

Rehabilitasi 

medis dan 

sosial 

(Pasal 90) 

Pengembalian 

kerugian 

dalam hal ada 

korban (Pasal 

10) 

- Pelindungan 

korban 

(Pasal 89) 



Andri Setya Nugraha  dan Tanti Dian Ruhama Volume VI No. 1 

85 

 

 

Regulasi Rehabilitasi 

Pelaku 

Pemulihan 

Korban 

Restitusi 

Korban 

Kompensasi 

Korban 

Lain-lain 

UU PSK  Bantuan 

medis, 

rehabilitasi 

psikososial, 

dan psikologis 

(tindak pidana 

tertentu) 

(Pasal 6) 

Korban tindak 

pidana 

(tertentu) 

berhak 

mendapat 

restitusi 

(Pasal 7A) 

Korban 

pelanggaran 

HAM dan 

terorisme 

berhak dapat 

kompensasi 

(Pasal 7) 

Saksi dan 

korban 

mendapat 

perlindunga

n, 

pendamping

an dll (Pasal 

5) 

UU 

Terorisme 

Deradikalisasi: 

asesmen, 

rehabilitasi 

reedukasi dan 

reintegrasi 

sosial (Pasal 

43D) 

Bantuan 

medis, 

rehabilitasi 

psikososial dan 

psikologis, 

santunan 

keluarga 

meninggal 

(Pasal 35A) 

Korban/ahli 

warisnya 

(Pasal 36A) 

Melalui 

LPSK 

mendapat 

kompensasi 

(Pasal 35A 

dan 36) 

Perlindunga

n penegak 

hukum dan 

keluarganya 

(Pasal 33-

34A) 

UU TPKS Rehabilitasi 

medis dan 

sosial 

(Pasal 17) 

Pemulihan 

medis, mental-

sosial, 

pemberdayaan 

sosial, 

reintegrasi 

sosial 

Pasal 67 - 71  

Mendapat 

restitusi 

(Pasal 16 ayat 

(1), Pasal 18 

ayat (3), Pasal 

30-34, Pasal 

36-38, Pasal 

70 ayat (1) 

huruf d) 

Kompensasi 

melalui Dana 

Bantuan 

Korban 

(Pasal 35 dan 

Pasal 70 ayat 

(1) huruf d) 

Perlindunga

n (Pasal 69) 

Pendamping

an (Pasal 26) 

Pelindungan 

Korban 

(Pasal 42-45) 

UU TPPO  Rehabilitasi 

kesehatan, 

sosial, 

pemulangan 

dan reintegrasi 

sosial (Pasal 

51-53) 

Mendapat 

restitusi 

(Pasal 48-50) 

 Perlindunga

n saksi dan 

korban 

(Pasal 43-47, 

54, 55) 

UU 

Narkotika 

Rehabilitasi 

medis dan 

sosial bagi 

penyalahguna 

dan pecandu 

narkotika 

(Pasal 54-59) 
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Berdasarkan Tabel 1. negara memiliki peran yang signifikan dalam proses pemulihan bagi 

korban, saksi dan bahkan pelaku. Peran lainnya adalah tanggung jawab dari sisi pelaku terhadap 

kerusakan yang ditimbulkan serta korban. Apabila negara tidak cukup responsif dalam 

pemenuhan sarana prasarana dan terutama anggaran untuk kepentingan pemulihan korban, maka 

apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut tidak akan berjalan dengan optimal.  

3.2.2. Ganti Rugi dan Rehabilitasi 

Landasan filosofis penegakan hukum pidana oleh negara adalah pengambilalihan hak 

membalas oleh korban kepada pelaku untuk mencegah adanya “eigenrichting” berdasarkan 

kedaulatan negara dan kedaulatan hukum (Meldy, 2016: 78). Kewajiban negara untuk menegakan 

hukum tersebut harus pula dilaksanakan menurut hukum dan memenuhi keadilan prosedural 

terhadap pelaku. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaanya tidak boleh terjadi kesalahan dan 

pelanggaran prosedural, sehingga KUHAP telah mengatur bahwa tersangka, terdakwa, atau 

terpidana berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas nama baiknya karena ditangkap, 

ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 95-97 KUHAP.  

Ganti rugi sendiri menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat 

pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, 

dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- 

undang ini (KUHAP). Kemudian rehabilitasi sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 23 

KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan 

dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan 

karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara 

yang diatur dalam undang- undang ini  (KUHAP). 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, rentan ganti rugi berkisar antara 

Rp 500.000 dan paling banyak Rp 100 juta, terkecuali hingga mengakibatkan cacat atau kematian 

memungkinlan melebihi nilai tersebut. Konteks perlindungan data pribadi, di dalam Pasal 12 UU 

Perlindungan Data Pribadi, subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas 

pelanggaran pemrosesan data pribadi. Hal ini tentu beresiko dari sisi pemerintah yang memiliki 

peran signifikan terhadap pemrosesan data apabila tidak dikelola dengan baik. 

3.2.3. Pemulihan Lingkungan 

Perlindungan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan mengenal beberapa upaya 

yang dapat ditempuh diantaranya melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Bahwa 

berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menyatakan bahwa “Instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan 

gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan 

hidup”.  

Selain melalui jalur perdata, penegak hukum juga dapat menempuh penindakan pidana 

sebagaimana diatur dalam UU PPLH berikut: 

Pasal 119 

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha 



Andri Setya Nugraha  dan Tanti Dian Ruhama Volume VI No. 1 

87 

 

 

dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 

c. perbaikan akibat tindak pidana; 

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 

Pasal 120 

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf 

a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang 

bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

untuk melaksanakan eksekusi. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf 

e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi 

penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

3.3. Permasalahan Penganggaran Bidang Penegakan Hukum Untuk Pemulihan 

3.3.1. Dasar Regulasi Pelaksana 

Pada tahun 2020, Pemerintah telah memberikan kompensasi kepada 215 korban dari 40 

peristiwa terorisme masa lalu. Adapun beberapa korban yang menerima adalah korban 

penyerangan Hotel JW Marriott tahun 2013 dan Bom Bali I tahun 2002 (BBC, 2020). Tentu ini 

menjadi angin segar bagi para korban terutama yang betul-betul terdampak secara signifikan. 

Meskipun demikian, rentan waktu pemenuhan hak korban dapat dikatakan cukup lama apabila 

dihitung berdasarkan terjadinya peristiwa teror. Kemudian pada 2022, pemerintah melalui LPSK 

juga memberikan kompensasi Rp 23,9 Miliar untuk 142 korban terorisme di Sulteng (Kompas, 

2022). Pemberian kompensasi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan dasar 

hukum yang menjadi landasan dari pemberian kompensasi tersebut baru diterbitkan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 

Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mengatur pemberian kompensasi pada korban terorisme. 

Pelaksanaan Dana Bantuan Korban sebagaimana amanat dari UU TPKS diatur lebih 

lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal ini menjadi krusial untuk segera diterbitkan oleh 

Pemerintah karena sebagai landasan hukum bagi pengaturan teknis khususnya untuk 

penghitungan anggaran yang dibutuhkan bagi pemulihan terhadap korban. Selain itu, perlu juga 

diatur mengenai sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan dan lembaga yang bertanggung 

jawab untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dana bantuan untuk pemulihan korban.  

3.3.2. Keterbatasan Anggaran 

Laporan tahunan LPSK Tahun 2020 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 

“Kurangnya dukungan Negara kepada LPSK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang 

yang begitu banyak dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mengakibatkan 

LPSK menjadi kurang optimal dalam menjalankan mandatnya dan terpaksa harus menghentikan 

status sebagian terlindung. Minimnya dukungan dapat dilihat dengan kecenderungan anggaran 

yang dialokasikan kepada LPSK dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan”. Berdasarkan 

laporan tersebut juga, tampak bahwa tren anggaran LPSK hingga tahun 2020 mengalami 

penurunan sebagai berikut: 
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Gambar 1: Tren Anggaran LPSK 
Sumber: Laporan Tahunan LPSK, 2020 

Kondisi ini kemudian diperburuk dengan Pandemi Covid-19 sehingga anggaran negara 

difokuskan untuk penanggulangan pandemi, sehingga LPSK memutuskan untuk selektif dan 

menyusun prioritas sehingga perlu untuk menghentikan perlindungan sebanyak 739 orang 

karena minimnya anggaran. 

3.3.3. Birokrasi dan Pengelolaan Keuangan 

Upaya pemulihan terutama pada tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan 

menggunakan dana yang berasal dari denda. Namun untuk mengimplementasikan hal tersebut, 

terdapat tantangan diantaranya disintegrasi biaya pemulihan (Daffa dkk, 2022). Terdapat 

persoalan terkait akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara dimana biaya pemulihan 

lingkungan yang dieksekusi masuk ke kas negara (PNBP) dan sulit dikeluarkan untuk 

kepentingan pemulihan lingkungan sebagaimana amar putusan (Hukumonline, 2021). Adapun 

kerangka kelembagaan yang disusun pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, tidak terdapat pengaturan penggunaan dana 

untuk tujuan spesifik pemulihan lingkungan terutama terkait penegakan hukum. Selain 

permasalahan tersebut, pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana atau pemulihan dalam 

kasus perdata seringkali dikonversi menjadi nominal yang besar daripada penyusunan rencana 

pemulihan yang jelas indikatornya (Narendra, 2021). 

3.3.4. Tidak adanya Kepastian 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa seseorang berhak untuk 

menuntut ganti rugi apabila mengalami salah tangkap atau karena adanya kekeliruan 

sebagaimana diatur KUHAP. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

(Kontras) mencatat telah terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak 2018 hingga juni 2019 (Kompas, 

2019). Tidak hanya dalam konteks salah tangkap, tetapi bagi mereka yang ditangkap dan diadili 

namun tidak terbukti melakukan tindak pidana berhak menuntut ganti rugi. Namun dalam 

implementasinya, terdapat sejumlah tantangan tersendiri.  

Sebagai contoh, Guntur Novianto, diadili di PN Sleman dan dijatuhi hukuman 10 bulan 

penjara pada 25 November 2019. Kemudian Guntur mengajukan banding dan pada 27 Januari 

2020, Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta melepaskan Guntur. Putusan ini dikuatkan 

Mahkamah Agung (MA) pada 20 Agustus 2020. Setelah itu kemudian Guntur meminta ganti rugi 
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Rp 92 juta dan dikabulkan Rp 31,5 juta. Guntur telah mengirimkan surat dua kali kepada 

Kemenkeu, namun hingga berita ini dikeluarkan pada 30 Desember 2021 dan menurut 

penelusuran penulis, belum terdapat informasi pembayaran  (Kompas, 2020). 

Contoh kedua yaitu Kuto Nasution yang divonis bebas pada 1962 silam. Pada 2014, ahli 

waris Kuto Nasution mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah lewat Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. Pada 14 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan 

putusan menghukum Kemenkeu membayar Rp 748 miliar. Putusan ini kemudian dikuatkan di 

tingkat banding. Di lavel kasasi, Mahkamah Agung (MA) menurunkan nilai ganti rugi yang 

dijatuhkan sebesar Rp 199.821.818.945. Pada 2019, putusan kasasi itu kemudian dikuatkan di 

tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pada Januari 2022, Kementerian Keuangan kembali 

mengajukan PK yang kedua. Hingga kini ahli waris Kuto Nasution masih belum bisa 

mendapatkan pengembalian Rp 199 miliar dari negara. 

Bahwa permasalahan di atas berimplikasi pada penundaan hak bagi korban dan mereka yang 

berhak menerima pemulihan. Jika berdasarkan adagium “justice delayed justice denied”. Adagium 

ini pada pokoknya menggariskan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, keadilan 

masyarakat pencari keadilan tidak boleh tertunda atau terhambat. Oleh karena tertunda atau 

terhambatnya keadilan tersebut, sama saja dengan tidak memberikan keadilan atau keadilan 

menjadi merosot kadarnya (Juniver dkk, 2016). 

3.4. Karakteristik dan Politik Anggaran Bidang Penegakan Hukum 

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa 

kementerian/lembaga baik lembaga penegak hukum sendiri maupun kementerian/lembaga 

pendukung sesuai bagan berikut: 

 

Gambar 2: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

Sebagai lembaga negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kementerian/lembaga 

di atas menggunakan anggaran yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Sehingga proses penyusunan, pendapatan dan belanja mengacu pada ketentuan APBN. 

Proses penyusunan dan penggunaan APBN memiliki prosedur dan timeline tersendiri dan apabila 

disandingkan dengan proses penegakan hukum, sangat mungkin menimbulkan kendala karena 

proses penegakan hukum yang tidak mengenal waktu dan dapat berlangsung melewati siklus 

anggaran atau carry over. 

Proses penyusunan APBN secara umum dapat mengacu pada dua regulasi pokok yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(UU SPPN). Proses penyusunan APBN diawali dengan perencanaan dengan tahapan sebagai 
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berikut:  

Pasal 14 UU Keuangan Negara 

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. 

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan 

prestasi kerja yang akan dicapai. 

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 

prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. 

Tahapan di atas secara substansial dilengkapi dengan proses penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) sebagaimana diatur dalam UU SPPN berikut: 

Pasal 20 ayat (1) UU SPPN 

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 

Pasal 25 ayat (1) UU SPPN 

(1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN. 

Pasal 26 ayat (1) UU SPPN 

(1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

Secara lebih rinci proses perencanaan dan penyusunan anggaran dilaksanakan melalui 

tahapan berikut: 

 

Gambar 3: Mekanisme penyusunan RKP dan Renja K/L 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Permen PPN 1/2021) 

Penyusunan anggaran kementerian/lembaga secara garis besar diawali dengan 

penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Dokumen perencanaan ini nantinya akan 

memuat berbagai target capaian kinerja, program, kegiatan, termasuk sumber pendanaan. alam 

konteks penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum terdapat sejumlah tantangan tersendiri, 

yaitu pengeluaran atau belanja penegakan hukum sulit diprediksi. Berdasarkan data Bareskrim 
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Polri, tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 247.780 kasus dan tahun 2021 sebanyak 274.988 

kasus atau mengalami kenaikan sebesar 11% (Pusiknas, 2021). Perkara yang diterima badan 

peradilan Indonesia tahun 2020 (3.861.700 perkara) berkurang 42,63% jika dibandingkan dengan 

tahun 2019 yang menerima sebanyak 6.730.663 perkara (Mahkamah Agung, 2021). Penyidikan 

pidana khusus oleh Kejaksaan tahun 2020 antara target dan capaian sangat jauh bahkan 

menembus 200%. Dari sudut pandang kinerja tentu ini sangat baik karena melampaui target, 

tetapi bukan tidak mungkin dibalik pencapaian ini terdapat kendala kekurangan anggaran di 

lapangan.  

 

Gambar 4: Target dan Capaian Kinerja Penyidikan Kejaksaan Pada Jaksa Agung Muda Pidana 

Khusus 

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2020 

Adanya fluktuasi yang cukup tinggi dalam penanganan perkara tentu memiliki relasi 

dengan fluktuasi korban tindak pidana dan kerusakan alam untuk perkara lingkungan termasuk 

pemenuhan hak-hak korban di dalamnya yang belum diprediksi sebelumnya. Terlebih lagi apabila 

berbicara untuk peristiwa pidana yang menimbulkan korban jiwa yang masif tidaklah dapat 

direncanakan dan diprediksi, terkecuali pengeluaran yang bersifat terukur seperti belanja 

pegawai atau gaji. 

Pada saat proses perencanaan penganggaran, kementerian/lembaga termasuk lembaga 

penegak hukum telah diberikan target untuk melakukan pungutan PNBP sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing yang tercantum di dalam Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/Pagu 

Alokasi. PNBP yang berasal dari penegakan hukum ini kemudian disetorkan ke negara sesuai 

ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara, bahwa pendapatan negara terbagi menjadi 

tiga yaitu a) penerimaan pajak; b) penerimaan bukan pajak dan c) hibah. Lebih lanjut, berdasarkan 

Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara, menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak 

dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus 

dimasukkan dalam APBN. Pendapatan ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk 

membiayai pengeluaran oleh kementerian/lembaga sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-

Undang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 (LKPP 2021) mengkategorikan 

pendapatan negara berdasarkan 1) Pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan dan 

PNBP; dan 2) penerimaan hibah. Adapun ringkasan APBN 2021 seperti pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Ringkasan APBN Tahun 2021 dan APBN Tahun 2020  

(dalam triliun rupiah) 

 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 

(dalam triliun rupiah) 

 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 
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PNBP Tahun 2021 terealisasi 153,75 persen dari target dalam APBN 2021 (298,20 triliun) 

dengan capaian yang lebih tinggi 33,35 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 458,49 triliun (LKPP, 2021). PNBP kemudian diklasifikasikan 

menjadi 4 yaitu: 1) penerimaan SDA; 2) pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan; 3) PNBP 

lainnya; dan 4) pendapatan BLU. Pendapatan yang bersumber dari penegakan hukum merupakan 

bagian dari PNBP lainnya dengan rincian pada Tabel 3. 

PNBP lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa sumber, salah satunya 

adalah pendapatan administrasi dan penegakan hukum dengan total realisasi pendapatan sebesar 

Rp 15, 1 triliun dengan rincian pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 

 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 

Hasil eksekusi tindak pidana seperti denda, uang pengganti dan lain sebagainya 

dikategorikan sebagai PNBP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disetorkan 

kembali ke dalam kas negara sebelum digunakan kembali. Anggaran yang bersumber dari PNBP 

hasil tindak pidana tersebut tidak pula serta merta dapat digunakan kembali untuk pembiayaan 

kompensasi, serta kegiatan-kegiatan yang bersifat pemulihan untuk korban sebagaimana diatur 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak. Dengan demikian anggaran untuk pemulihan korban akan sangat terbatas dan tidak 

sebanding dengan luasnya amanat dari berbagai undang-undang untuk melaksanakan kegiatan 

pemulihan terhadap korban. 

Proses pemulihan dan pemenuhan hak korban tidaklah dapat diprediksi dan terkadang 

belum dianggarkan. Namun demikian, pemenuhan anggaran untuk pemulihan korban yang 

bersifat insidental dapat di mintakan tambahan anggaran oleh K/L terkait. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa dalam keadaan 

darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran. Pengeluaran dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang 

kriterianya ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. 
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3.5. Gagasan Dana Khusus Pemulihan 

Gagasan ini bukanlah hal yang baru, untuk beberapa negara gagasan ini memiliki julukan 

victim trust fund. Yang paling dikenal misalnya pengaturan dalam Pasal 79 ayat 2 Statuta Roma 

disebutkan bahwa International Criminal Court (ICC) dapat memerintahkan uang dan kekayaan 

lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer kepada Trust Fund. Sehingga, 

Trust Fund untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan 

menyalurkan Dana Perwalian untuk Korban (Maidina, 2022). 

Namun penulis mengusulkan agar dana ini diperluas tidak hanya bagi korban tindak 

pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga bagi mereka yang berhak 

mendapat ganti rugi atas proses hukum yang tidak sesuai prosedur seperti ketentuan KUHAP. 

Termasuk termasuk untuk pemulihan lingkungan hidup akibat perbuatan pidana atau yang 

digugat secara perdata. Prinsip yang harus ada dalam dana khusus ini menurut Penulis adalah: 1) 

dapat disalurkan secara cepat kepada mereka yang berhak; 2) mudah; 3) akuntabel; 4) memiliki 

proses yang lebih singkat dan fleksibel dibandingkan dengan proses melalui APBN; 5) tepat 

sasaran. 

Sumber pendanaan dana khusus ini dapat bersumber dari PNBP di bidang penegakan 

hukum dengan potensi pengolahan uang Rp 15 triliun (apabila mengacu pada PNBP bidang 

hukum pada APBN 2021)  dalam satu tahun atau sumber-sumber yang sah lainnya. 

 

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia yang mengarah pada 

keadilan restoratif dengan sasaran pemulihan korban dan mengembalikan pada keadaan 

semula kerusakan yang ada. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan 

memberikan hak untuk mendapatkan pemulihan dalam bentuk kompensasi dari negara, 

rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan sesuai dengan subjek. 

2. Pemenuhan hak berupa pemulihan seringkali tidak berjalan sebagaimana diharapkan 

disebabkan berbagai faktor terutama penganggaran. 

3. Penegakan hukum memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan program lainnya 

sehingga diperlukan langkah reformulasi dalam penganggaran terutama untuk tujuan 

pemulihan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis merekomendasikan: 

1. Untuk menciptakan keadilan dan pemulihan yang optimal perlu dikembangkan formulasi 

kebijakan dalam bentuk penyediaan dana khusus pemulihan yang dapat bersumber dari 

PNBP bidang penegakan hukum. Untuk ini, diperlukan reviu serta pemetaan lebih lanjut 

terhadap regulasi yang mengatur tentang PNBP dan anggaran negara untuk melihat 

potensi penyaluran dana khusus untuk pemulihan korban melalui PNBP yang bersumber 

dari hasil tindak pidana. 

2. Perlu mengembangkan suatu regulasi yang mengatur tentang bentuk, skema ataupun 

mekanisme penyaluran dana bantuan untuk pemulihan korban. 
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